KEPALA DESA SIKUNANG
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA SIKUNANG
NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

O

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIKUNANG,
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa
berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan
menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



10.

11.

. Peraturan Presiden Nomor 104

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentar?g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang "Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 457 8); .
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang. '

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun -
2014 tentang Desa (Lembaran

Tahun 2014 Nomor 123, Ta

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang: -
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60
Desa Yang Bersumber Dari A
Belanja Negara (Lembaran Negar

Tahun 2014 tentang Dana
nggaran Pendapatan dan.
a Republik Indonesia Tahun

j (
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 . Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694);

Tahun 2021 tentang Rincian
anja Negara Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 260);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)

)

Negara Republik Indonesia.
mbahan Lembaran Negara.- "~



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

15. Peraturan  Kepala Lembaga  Kebijakan  Pengadaan.
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);.
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata
T ' Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11); - ‘

18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerahfi.-'_
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64); '

@ 19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang_' T
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan’ -

Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo' - -
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73); .
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang
Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
P Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa tahun 2021
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2019 tentang
Penetapan Besaran Dana Trasnfer ke Desa Tahun Anggaran

2021
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2019 tentang

Penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten
Wonosobo



25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 tahun 2019 Tentaxi_'g' <

Penetapan Besaran Penghasil Tetap dan Tunjangan Jabatan

Kepala Desa , Perangkat Desa serta TunJangan Badan '

Permusyawaratan Desa Tahun 2021
26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pencdapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021

Nomor 47)

27. Peraturan Desa Sikunang Nomor 4 Tahun 2017 tentang

Rencana Pembangunan
Sikunang Tahun 2017 — 2022;

Jangka Menegah Desa

28. Peraturan Desa Sikunang no 4 tahun 2021 tentang RKPdes

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIKUNANG

KEPALA DESA SIKUNANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

TAHUN ANGGARAN 2022

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIKUNANG,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan

perincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa

Surplus/Defisit

3. Pembiayaan Desa
a.Penerimaan Pembiayaan
b.Pengeluaran Pembiayaan

Selisih Pembiayaan (a - b)

Rp.

Rp.

1,283,935,000
1,756,082,304

Rp.

Rp.
Rp.

472,147,304

472,147,304
0

Rp.

472,147,304

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

APB Desa;

poop

sebelumnya, jika ada.

daftar penyertaan modal, jika tersedia;
daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

'
-



d.

daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBDesa.

()

b.

Pasal 5
Pemerintah Desa dapat melaksanakan  kegiatan untuk-
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidalk terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangah
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
peraturan Desa tentang perubahan APB Desa. :

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah

~ Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar
biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun berjalan;

keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar

objek belanja; dan

c. kegiatan yang Dbelum dilaksanakan tahun sebelumnya dan

menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan

mel

akukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB

Desa dan memberitahukannya kepada BPD.



Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan‘
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sikunang.

Ditetapkan di Sikunang
pada tanggal 31 Desember 2021

DESA SIKUNANG
/I/O,r,\ N

Diundangkan di Sikunang
Pada tanggal 3 Januari 2022
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Lampiran 3 Peraturan Desa Sikunang
Nomor 04 Tahun 2021

DAFTAR DANA CADANGAN
DESA SIKUNANG
TAHUN ANGGARAN 2022
NO | TAHUN PENGGUNAAN JUMLAH JUMLAH DANA TOTAL JANGKA | JUMLAH
PEMBENTU & DASAR DANA CADANGAN JUMLAH WAKTU DANA
KAN DANA HUKUM CADANGAN YANG CADANGAN | PEMBENTU | CADANGAN
CADANGAN | PEMBENTUKAN YANG DIBENTUK SAMPALI KAN DANA YANG
DANA DIBENTUK | SAMPAI TAHUN DENGAN CADANGAN | DICAIRKAN
CADANGAN ANGGARAN TAHUN DI TAHUN
YANG LALU ANGGARAN BERJALAN
1 5 — _ BERJALAN (JIKA ADA
L 3 B 4 5 6 (4+5) 7 8 -
1|NIHIL |NIHIL Rp-.. Rp... Rp-.. "..TAHUN |Rp..

ﬂ
SikG ‘."ﬁTfoI’ e ember 2021

ikunang
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Lampiran 2 : Peraturan Kepala Desa Sikunang

Nomor : 4 tahun 2021

DAFTAR JUMLAH DESA, ANGGOTA BPD DAN ANGGOTA LEMBAGA
KEMSYARAKATAN DESA DAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

=2
o

e e e S o T
a-bcoto*-‘o

DESA SIKUNANG TAHUN 2022

URAIAN
KEPALA DESA
SEKRETARIS DESA
KEPALA URUSAN
KEPALA SEKSI
KEPALA DUSUN
PELAKSANA TEKNIS LAPANGAN
ANGGOTA BPD
PENGURUS PKK
KADER KESEHATAN
KETUA RW
KETUA RT
ANGGOTA LINMAS
ANGGOTA KARANG TARUNA
ANGGOTA LPMD
ANGGOTA KPMD

JUMLAH

a = W N N = =

26

17
39
30

1Tc = esember 2021
SORELY QT.L}/S ‘%kunang
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3112/2021, 13:05

Mitra Desa » Keuangan » Penganggaran » APBDesa

RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DESA SIKUNANG
TAHUN ANGGARAN 2022 -
' KODE ) URAIAN ANGGARAN KETERANGAN
REKENING (Rp.)

1 2 3 4
4 fENDAPATAN 1,283,935,000.00
4.2 B Transfer 1,280,935,000.00
4.2.17 Dan; Desa ) 836,580,000.00
422 ) Bagian diri Hasil Pajak da;1 Retribusi Daerah Kabupaten/kota 25,933,000.00
423 ) Alokasi Dana Desa ] 413,422,000.00
1.2.4 ) Bantuan Keuang;;n Provinsi 5,000,000.00
4.3 i Pet;dapatan Lain-lain ) B 3,000,000.00 | v
4.3.6 Bung; Bank ) ) 3,000,000.00

JUMLAH PENDAPATAN - 1,283,935,000.00
5 | BELANIA ) ) - 1,756,082,30400 |
1 I BIDANG PENYELENGGARAAN PEME;!INTAHAN DESA - 481,028,937.00 )
11 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja ;enghasilan Tetap, Tunjangan dan O;:crasional 369,688,337.00 i
Pemerintahan Desa
3.1.01 Penyediaan Penghasilain Tetap dan Tunjangan K:epala Desa . 54'00%900'00
1.1.015.1 B;/anja Pegawai B B 54,0007,600.00
1.1.62_ Penyediaan}’enghasilan Tetap dan 'l:unjangan Perangkat Desa B 194,600,000.00
1 1:(;2.5.1 Belanja Pegawai } — - 194,600,000.00
1103 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepa;a Desadan Perangkat Desa 15,381,600.00
1.71_03.5.1 Belanja P;egawai B 15,38 1,606.00
1.1.64 Penyediaan Operasio;al Pemerintah Desa (ATK, Honorariiuim PKPKD dan PPKD, perlengkapan 65,386,737.00 )
perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dil)

1.1.045.2 - Belanja Barang dan Jasa - B ) 6?,386,737.00
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD - 18,600,000.00
1.1.05.5.1 - Belanja Pegawai ) 18,600,000.00
1.1.07 Peinyediaan Insentif/Operasional RT/RW ) ) 21,720,000.00 )
1.1.07.52 Eélanja Barang dan Jasa . ) 21,720,000.00 )
1.2 Sub Bidang Sarana dan Pr;s;'ana Pemerintahan Desa . 1:1,391,000_00 .
1.2.01 Penyediaan sarana (aset tetap) per;antoran/pemerintahan - 1 1,391Tooo_oo
1?7:_81:5.3 Belanja Modal B 11,391,000.00
13 Sub Bida;é;ir;ihistrasi Kepepdudukan, Pencatatan Sipil, Statistik tian Kearsipan 13,263,600.00
1.3.02 Penyusunan/Pendataan/Perr;utakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensidesa)™* 1,20(;.000.00
1.3.02.5.2 Belanja Barang dan Jasa ) ) 1,200,000.00
1.3.05 };;:n;;aan dan Analisjs Kemiskinan Desa secara Partisipatif ) 12,063,600.00 ’
1.3.05.5.2 Belanja Barang z;/an Jasa ) ) 12,063,600.00
14 Sub Bidang Tata Praja Pemeri:ltahan. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan N 86,686,000.00

localhost/mitradesalindex.php/keuangan/apbDesa




31/12/2021| 13.05 Mill’a DBSE » Keuangan » Penganggaran » APBDesa

KODE URAIAN ANGGARAN | KETERANGAN
REKENING (Rp.)

1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, 4,400,000.00
Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dIl, bersifat reguler)

14.015.2 Belanja Barang dan Jasa 4,400,000.00

1.4.02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dII, yang bersifat non- 3,000,000.00
reguler sesuai kebutuhan desa)

1.4.02.5.2 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000.00

1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dIl) 2,900,000.00

1.4.03,5.2 Belanja Barang dan Jasa 2,900,000.00 2

14.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan «liirih 1,000,000.00
dokumen terkait)

1.4.04.5.2 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000.00

1.4.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun 7,600,000.00

) - anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada

masyarakat)

1.4.07.5.2 Belanja Barang dan Jasa 7,600,000.00

14.10 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, 67,786,000.00
dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)

@ 14.10.5.2 Belanja Barang dan Jasa 67,786,000.00

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 676,700,000.00

21 Sub Bidang Pendidikan 73,200,000.00

21.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/T, KA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor 43,200,000.00
Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)** B

210152 Belanja Barang dan Jasa 43,200,000.00 B

2.1.90 Fasilitasi pelaksanaan Kejar Paket A/B/C 30,000,000.00 B

2.1.90.5.2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00

22 Sub Bidang Kesehatan 64,650,000.00

2.2.05 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader 33,000,000.00
Posyandu)

220252 Belanja Barang dan Jasa 33,000,000.00

2.2.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader 6,650,000.00
Kesehatan, dll) ’

CD 2.2.03.5.2 Belanja Barang dan Jasa 6,650,000.00
2.2.06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 10,200,000.00
2.2.06.5.2 Belanja Barang dan Jasa 10,200,000.00
2.2.08 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 400,000.00

—2.208.5.2— Belanja Barang dan Jasa 400,000.00
2.2.90 Penyelenggaraan Posbindu d 12,600,000.00
2.2.90.5.2 Belanja Barang dan Jasa 12,600,000.00
2291 Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina 1,800,000.00

Keluarga, PIK-R, UPPKS dan kegiatan layanan KKBPK lainnya)
22.915.2 Belanja Barang dan Jasa 1,800,000.00
23 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 425,000,000.00
2391 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan/atau Prasarana Jalan Desa (Bantuan 425,000,000.00
Keuangan Pusat/ Provinsi)

localhostmitradesa/index.php/keuangan/apbDesa o7
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31112/2021, 13:05

Mitra Desa » Keuangan » Penganggaran » APBDesa

RE';?S IENG URAIAN ANGGARAN | KETERANGAN
(Rp.)
239153 Belanja Modal 425,000,000.00
S 2.4____ Sub Bidang Kawasan Permukiman 78,000,000.00
2401 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN 30,000,000.00
(pemetaan, validasi, dlI) '
24.015.2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00
72.4.07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dlf) 48,000,000.00
24.07.5.2 Belanja Barang dan Jasa 48,000,000.00
25 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup ) 32,8:50j600.00
2.5.02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa 32,850,000.00
2.5.025.2 Belanja Barang dan Jasa 32,850,000.00
2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 3,000,000.00
2.6.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi 3,000,000.00
penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2.6.0252 Belanja Barang; danJasa B 3,000,00030
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 15,710,967.00
(D 31 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 3,710,967.00
3.1.01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan 3,710,967.00
jadwal ronda/patroli dil) **
310152 Belanja Barang dan Jasa - 3.710,967.00 B P
32 Sub Bidang Kebudayaan da;r Keagamaan - 2,;00,000.00
3202 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaar?sebagai Wakil Des:a:d; tingkat 2,000,000.00 -
Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3.2025.2 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00
|83 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga B - 3,000,000.00 -
3.3.06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 3,000,000.00
3.3.06.5.2 Belanja Barang dan Jasa N - 3,000,000.00 -
34 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat - T 7,000,000.00 B
3.4.03 Pembinaan PKK 2,000,000.00 -
3.4.03.5.2 Belanja Barang dan Jasa B B 2,000,000.00
@ 3.4.90 Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) - 5,000,000.00
3.4.90.5.2 Belanja Barang dan Jasa - 5 ,OO0,000.0Q B
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 175,916,000.00
42 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan B 167,316,000.00 -
42,01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan 120,266,000.00
Padi/jagung, dll)
PR Belanja Barang dan Jasa | 1500000000
420153 Belanja Modal 105,266,000.00
4.2.02 Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Froduksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) 27,050,000.00
220253 Belanja Modal 27,050,000.00
4.2.90 Bantuan Pertanian dan Peternakan (Bibit/ Pakan/ dst) 20'000'900'00
429053 Belanja Modal D ol
4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 5,100,000.00
3/4

Iowlhostlmitradesaf!ndex.phplkeuanganlapresa




31/12/2021, 13:05

Mitra Desa » Keuangan Penganggaran » APBDesa

KODE URAIAN ANGGARAN KETERANGAN
REKENING (Rp.)

4.4.01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 2,700,000.00

440152 Belanja Barang dan Jasa 2,700,000.00

4402 ) Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak ] 2,;0,000.00

44,0252 Belanja Barangdan)asa ) 2,400,000.00 )

47 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 3,500,000.00

4.7.04 Pembentukan/FasiIitasi/PeIatihan/Pendampingan kélompok us;;ha ekonomi produktif (pengrajin, 3,500,000.00

pedagang, industri rumah tangga, dll) **

4.7.04.5.2 Belanja Barang dan Jasa 3,500,000.00

5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAA;Q DARURAT l;AN MENDESAK DESA 406,725,400.070 >
51 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 66,926,400.00

5.1.00 Penanggulangan Bencana 66.926,&00.00 B
5.1.00.5.4 j Belanj.; Tak Terduga ) 66,926,400.00 -
75.2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5,000,000.00

5.250— Keadaan Darurat 5,000,000.00

5.200.5.4 Belanja Tak Terduga ) _ 5,000,000.06

53 SubBidang Keadaan Mendesakk - 334,800,000.00

5.3.00 Keadaan Mendesak ) 334,800,000.00

5.3.00.5.4 Belanja Tak Terduga - 334,800,000.00

) JUMLAH BELANJA 1:%56,082.304.00 )
SURPLUS/(DEFIS:IT) ) (472,147,304.00) )

6 PEMBIAYAAN l 472,147,304.00

6.1 Penerimaan Pembiayaan 472,147,304.00

6.1.1 S}LPA Tahun Sebelumya 472,147,304.0(;

JUMLAH PEMBIAYAAN :: ) 472,147;04:.00 ]
SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN

Sikunang, 31 Desember 2021
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Pasal 1
Berita Acara Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan rancangan
Peraturan Desa Sikunang tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Sikunang Tahun 2022.

Pasal 2
Berita Acara Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU
dan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat dan
ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Sikunang, 31 Desember 2021
PIHAK KESATU ~~ S PJHAK KEDU

/7 KETUABPDYKU

—

\\'* ~ AHMAD NASAT

WAKIL KETUA BPD SIKUNANG,

i

JABARRUDIN

SEKRETARIS BPD SIKUNANG,

z

DINI RUSTIANTI



